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Abstract 
The government has begun to carry out reforms in all fields, including labor 

law. There has been a violation in the application of the Fixed Time Work 

Agreement (PKWT) system. The specified time working agreement (PKWT) 

which is implemented does not comply with or does not even refer to the 

PKWT rules stipulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. 

This research is normative legal research, namely a research method using 

finding the truth based on the law seen as a practice. In this study, primary 

data were used. The approach method used is an empirical juridical ap-

proach. The type of work agreement can be distinguished by the length of 

time agreed upon in the work agreement, which can be divided into PKWT 

and Indefinite Work Agreement (PKWTT). Supervision constraints occur as 

a result of the weakness of existing legal regulations, one of which is about 

work contracts. The work contract does not explain in detail what work was 

carried out, making it difficult to carry out supervision in the field. 

Abstraks 
Pemerintah mulai melakukan reformasi dalam segala bidang, termasuk bi-
dang hukum ketenagakerjaan. Telah terjadi pelanggaran dalam penerapan 
sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT) yang dilaksanakan tidak sesuai atau bahkan tidak menga-
cu kepada aturan PKWT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan pene-litian 
hukum normatif, yaitu metode penelitian dengan cara menemukan kebena-
ran berdasarkan hukum dilihat sebagai prakteknya. Dalam penelitian ini 
digunakan data primer. Metode pendekatan yang digunakan adalah pen-
dekatan yuridis empiris. Jenis perjanjian kerja dapat dibedakan atas laman-
ya waktu yang disepakati dalam perjanjian kerja, yaitu dapat dibagi menjadi 
PKWT dan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Ken-
dala pengawasan yang terjadi sebagai dampak dari lemahnya aturan hukum 
yang ada, salah satunya tentang kontrak kerja. Dalam kontrak kerja tidak 
dijelaskan secara rinci pekerjaan apa yang dilakukan, sehingga menyulitkan 
untuk melakukan pengawasan di lapangan. 
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1. Pendahuluan  

Setiap manusia selalu membutuhkan 
biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  
Untuk memenuhi biaya hidup orang perlu 
bekerja. Bekerja dapat dilakukan secara man-
diri atau bekerja kepada orang lain. Bekerja 
pada orang lain dapat dilakukan dengan be-
kerja kepada negara yang selanjutnya di-
sebut sebagai pegawai atau bekerja kepada 
orang lain (swasta) yang disebut buruh atau 
pekerja. Tenaga kerja merupakan modal uta-
ma serta pelaksanaan dari pembangunan ma-
syarakat pancasila. Tujuan terpenting dari 
pembangunan masyarakat tersebut adalah 
kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. 
Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangun-
an harus dijamin haknya, diatur kewajib-
annya dan dikembangkan daya gunanya 
(Muin, 2015; Wisnuwardhani, 2017; dan 
Hanifah, 2020). 

Perlindungan tenaga kerja di Indonesia 
yang wajib di laksanakan oleh setiap pengu-
saha atau perusahaan, yaitu mengenai 
pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan 
(Probosiwi, 2015; Muin, 2015; Kahfi, 2016; 
Nola, 2016; Harefa, 2020; dan Rochmah, 2020). 
Perlindungan ini dalam bentuk jaminan so-
sial tenaga kerja yang bersifat umum untuk 
dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan be-
rasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan 
kegotong royongan sebagai mana yang ter-
cantum dalam jiwa dan semangat Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk 
mencapai stabilitas didalam dinamika perus-
ahaan, biasanya antara pekerja dan pengu-
saha biasanya melakukan suatu perjanjian 
kerja tertentu.  

Perjanjian kerja menurut Pasal 1601 a 
KUHPerdata menunjukan bahwa hubungan 
antara pekerja dan pengusaha, yaitu hub-
ungan antara bawahan dan atasan serta ada-
nya wewenang perintah yang membedakan 
antara perjanjian kerja dan perjanjian lainnya. 
Dalam undang-undang ketenagakerjaan pe-

ngertiannya lebih umum karena menunjuk 
pada hubungan antara pekerja dan pengu-
saha yang memuat syarat-syarat kerja, hak 
dan kewajiban para pihak. Serta pada ke-
tentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan 
bentuk perjanjian kerja tersebut, demikian 
juga mengenai jangka waktu kerjanya. La-
manya perjanjian ini berlaku terserah kepada 
para pihak, dengan ketentuan bahwa perjan-
jian tersebut paling lama berlaku dua tahun 
dan dapat diperpanjang dengan selama-
lamanya satu tahun. Masa berlaku perjanjian 
yang terlalu pendek, akan berakibat stabilitas 
terjamin yang rendah, namun perjanjian 
yang terlalu panjang tidak dapat me-
nyesuaikan dengan keadaan yang selalu 
berubah-ubah. 

Bonus demografi di Indonesia telah 
membuat jumlah pekerja/tenaga kerja yang 
semakin bertambah tiap tahunnya (Raharjo 
Jati, 2015; dan  Maryati et al., 2021). Namun 
pertumbuhan tenaga kerja tidak diikuti de-
ngan bertambahnya ketersediaan lapangan 
kerja. Hal ini berdampak pada jumlah pe-
ngangguran yang meningkat. Kondisi ini 
berdampak langsung maupun tidak lang-
sung berdampak terhadap penurunan per-
tumbuhan ekonomi. Selain itu, banyaknya 
jumlah orang yang tidak bekerja atau me-
nganggur juga menimbulkan masalah dan 
dampak yang sangat besar. Karena dengan 
banyaknya pihak yang menganggur berarti 
lapangan kerja yang tersedia sedikit dan be-
rarti juga unit produksi yang ada juga sedikit. 

Permasalahan tersebut, pemerintah 
mulai melakukan reformasi dalam segala bi-
dang, termasuk bidang hukum ketenagaker-
jaan. Reformasi dalam bidang hukum ketene-
gakerjaan dilakukan dengan tujuan untuk 
memperbaiki dan meningkatkan mutu tena-
ga kerja serta kesejahteraan tenaga kerja.  

Reformasi di bidang hukum ketenaga-
kerjaan diawali dengan dikeluarkannya Un-
dang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang 
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Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kemudian di-
ikuti dengan keluarnya Undang-undang No-
mor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
serta keluarnya Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisih-
an Hubungan Industrial. 

Hal yang menimbulkan permasalahan 
adalah banyaknya terjadi pelanggaran dalam 
penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT) (Shalihah, 2017; Tan & Jako, 
2018; Sulistyowati et al., 2019;  Hafid, 2019;  
Pratiwi & Rusdiana, 2020). Di mana banyak 
terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan 
aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(PKWT), atau dengan kata lain Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilak-
sanakan tidak sesuai atau bahkan tidak me-
ngacu kepada aturan Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT) yang diatur dalam Un-
dang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Berdasarkan latar belakang 
permasalahan yang kemukakan di atas, ma-
ka tujuan penelitian ini adalah untuk meng-
ka-ji dan menganalisis penerapan sistem Per-
janjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menu-
rut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan di PT. Bridgestone 
Tire Indonesia.  

2. Metode 

Penelitian ini merupakan Penelitian 
hukum normatif, yaitu metode Penelitian 
dengan cara menemukan kebenaran berda-
sarkan hukum dilihat sebagai prakteknya. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
data primer yang diperoleh dari lapangan. 
Fokus kajian dalam penelitian adalah bagai-
mana norma hukum yang berkaitan dengan 
Perlindungan hukum ketenagakerjaan dalam 
prakteknya sesuai dengan apa yang tertulis 
dalam peraturan perundang-undangan.  

Metode pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini terutama adalah pende-
katan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah 

mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hu-
kum sebagai institusi sosial yang riil dan 
fungsional dalam sistem kehidupan yang 
mempola. Pendekatan secara yuridis dalam 
penelitian ini adalah pendekatan dari segi 
peraturan perundang-undangan dan norma-
norma hukum sesuai dengan permasalahan 
yang ada, sedangkan pendekatan empiris 
adalah menekankan penelitian yang bertuju-
an memperoleh pengetahuan empiris dengan 
jalan terjun langsung ke obyeknya. Dengan 
demikian metode pendekatan yang diguna-
kan dalam penelitian ini terutama adalah 
pendekatan yuridis empiris, mengingat per-
masalahan yang diteliti dan dikaji adalah 
Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Perjan-
jian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak ber-
lakunya Undangundang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Jenis data dapat dilihat dari sumber-
nya, yaitu data yang diperloeh di lapangan 
dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. 
Dalam penelitian ini digunakan data primer 
dan data sekunder yang berupa. Data primer 
diperoleh melalui penelitian lapangan (field 
research). Penelitan lapangan yang dilakukan 
merupakan upaya memperoleh data primer 
berupa observasi, wawancara, dan keterang-
an atau informasi dari responden. Untuk 
memperoleh data primer dalam penelitian ini 
dilakukan melalui wawancara dengan peker-
ja dan pengusaha, dalam hal ini di PT. 
Bridgestone Tire Indonesia yang beralamat di 
Jl. Surya Cipta Karawang Timur, Jawa Barat. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Ter-
tentu (PKWT) terhadap pemberian perlin-
dungan hukum pekerja 

Dalam KUHPerdata tidak dikenal per-
janjian, namun perikatan atau verbintenis 
(Sinaga, 2018). Definisi perikatan menurut 
Subekti (1995) adalah suatu perhubungan 
hukum antara dua orang atau dua pihak 
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berda-sarkan mana pihak yang satu berhak 
menun-tut sesuatu hal dari pihak yang lain, 
dan pihak yang lain berkewajiban untuk 
meme-nuhi tuntuan itu. Sedangkan definisi 
perikatan menurut Pittlo (1977) sebagaimana 
dikutip oleh Setiawan dalam bukunya: 
Perikatan adalah suatu hubungan hukum 
yang bersifat harta kekayaan antara dua 
orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang 
satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain 
berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.  
Hubungan antara perikatan dengan perjan-
jian dapat dirumuskan, bahwa perjanjian me-
rupakan sumber utama dari suatu perikatan, 
sehingga perikatan itu ada bilamana terdapat 
suatu perjanjian. Dengan demikian antara 
perjanjian dengan perikatan terdapat hub-
ung-an sebab akibat, yaitu perjanjian sebagai 
sebab yang merupakan suatu peristiwa hu-
kum, sedangkan perikatan sebagai akibat 
hukumnya. 

Umumnya perjanjian tidak terikat ke-
pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat 
secara lisan maupun secara tertulis. Keten-
tuan ini dapat dibuat lisan atau tertulis lebih 
kepada bersifat sebagai alat bukti semata 
apabila dikemudian hari terjadi perselisihan 
antara pihak-pihak yang membuat per-
janjian. Tetapi ada beberapa perjanjian yang 
ditentukan bentuknya oleh peraturan per-
undang-undangan, dan apabila bentuk ini 
tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut 
menjadi batal atau tidak sah. 

Perjanjian kerja merupakan salah satu 
turunan dari perjanjian pada umumnya, di 
mana masing-masing perjanjian memiliki ciri 
khusus yang membedakannya dengan per-
janjian yang lain. Namun seluruh jenis per-
janjian memiliki ketentuan yang umum yang 
dimiliki secara universal oleh segala jenis 
perjanjian, yaitu mengenai asas hukum, sah-
nya perjanjian, subyek serta obyek yang 
diperjanjikan, sebagaimana telah diterangkan 
sebelumnya. Ketentuan dan syarat-syarat pa-
da perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

berisi hak dan kewajiban dari masing-masing 
pihak yang harus dipenuhi. Dalam hal ini 
tercantum asas “kebebasan berkontrak” (idea 
of freedom of contract), yaitu seberapa jauh 
pihak-pihak dapat mengadakan perjanjian, 
hubungan-hubungan apa yang terjadi antara 
mereka dalam perjanjian itu serta seberapa 
jauh hukum mengatur hubungan antara para 
pihak (Jamilah, 2012; Harianto, 2016; Tolla & 
Widyastuti, 2019;  Ma’ruf, 2019; Roesli et al., 
2019; dan Mochtar, 2019). 

Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  1  
ayat (14)  Undang-Undang No.13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud de-
ngan perjanjian kerja merupakan perjanjian 
antara pekerja/buruh dengan pengusaha a-
tau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat 
kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pada 
dasarnya perjanjian kerja hanya dilakukan 
oleh dua belah pihak yakni pengusaha atau 
pemberi kerja dengan pekerja atau buruh. Ji-
ka ditinjau berdasarkan pengertian diatas an-
tara perjanjian kerja dengan hubungan kerja 
memiliki kaitan yang saling berhubungan, 
hal ini akan mengakibatkan adanya hubung-
an kerja yang terjadi antara pemberi kerja/ 
pengusaha dengan pekerja/buruh. Penger-
tian tersebut memiliki arti bahwa hubungan 
kerja antara pengusaha dengan pekerja/ 
buruh berdasarkan adanya perjanjian kerja 
yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan 
perintah. Pengertian tersebut jelaslah bahwa 
hubungan kerja terjadi setelah adanya per-
janjian kerja antara pengusaha dengan pe-
kerja/buruh yang memuat unsur pekerja, 
upah, dan perintah. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Un-
dang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan hu-
bungan kerja merupakan hubungan yang 
terjadi karena adanya perjanjian kerja antara 
pengusaha dan pekerja/buruh. Pasal 51  ayat  
(1) Undang-Undang  No.13 Tahun 2003 ten-
tang ketenagakerjaan mengatur bahwa per-
janjian kerja dapat dibuat secara tertulis 



Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Menurut Hukum     
Ketenagakerjaan 

Muhammad Regen Pohan 
 

 

64 |MLR Volume 1 Nomor 2 2020  

 

maupun  lisan,  hanya perbedaanya  perjan-
jian  kerja secara tertulis sebagaimana dalam 
ayat (2) harus sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Unsur  
utama  yang  terkandung berdasarkan Un-
dang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yakni: perjanjian; antara pe-
kerja atau buruh dengan pengusaha atau 
pemberi kerja; memuat syarat-syarat kerja, 
hak, dan kewajiban para pihak. 

Selain  unsur-unsur  diatas,  ada  pula  
empat  (4)  unsur  lain  yang  harus dipenuhi 
dalam melakukan perjanjian kerja yang me-
nimbulkan terjadinya hubungan hukum an-
tara pengusaha/pemberi kerja dan peker-
ja/buruh. Berdasarkan pengertian tersebut 
jelas dimaksud bahwa apabila berbicara me-
ngenai hubungan kerja tentu tidak dapat 
dipisahkan dari perjanjian kerja karena sya-
rat adanya hubungan kerja harus ada per-
janjian kerja.  

Jenis perjanjian kerja dapat dibedakan 
atas lamanya waktu yang disepakati dalam 
perjanjian kerja, yaitu dapat dibagi menjadi 
Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu 
(PKWT) dan Perjanjian Kerja Untuk Waktu 
Tidak Tertentu (PKWTT). Perjanjian kerja 
untuk waktu tertentu (PKWT) diatur untuk 
memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, 
dengan dasar pertimbangan agar tidak ter-
jadi dimana pengangkatan tenaga kerja 
dilakukan melalui perjanjian dalam bentuk 
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) 
untuk pekerjaan yang sifatnya terus-menerus 
atau merupakan pekerjaan tetap/permanen 
suatu badan usaha. Perlindungan pekerja/ 
buruh melalui pengaturan perjanjian kerja 
waktu tertentu (PKWT) ini adalah untuk 
memberikan kepastian bagi mereka yang 
melakukan pekerjaan yang sifatnya terus-
menerus tidak akan dibatasi waktu perjanjian 
kerjanya. Sedangkan untuk pengusaha yang 
menggunakan melalui pengaturan perjanjian 
kerja waktu tertentu (PKWT) ini, pengusaha 
diberikan kesempatan menerapkannya untuk 

pekerjaan yang sifatnya terbatas waktu pe-
ngerjaannya, sehingga pengusaha juga dapat 
terhindar dari kewajiban mengangkat pe-
kerja/buruh tetap untuk pekerjaan yang 
terbatas waktunya Menurut keputusan Men-
teri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI 
Nomor 100/MEN/VI/2004, menyatakan: 

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) 
sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan hanya didasarkan 
atas jangka waktu atau selesainya suatu 
pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan 
untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Selain 
itu perjanjian kerja untuk waktu tertentu 
hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu 
yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan 
pekerjaannya akan selesai dalam waktu 
tertentu. 

Bentuk perjanjian kerja diatur dalam 
Pasal 51 Undang undangNomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana pada 
ayat(1) disebutkan: perjanjian kerja dibuat 
secara tertulis atau lisan. Dengan demikian 
Perjanjian kerja pada umumnya dapat dibuat 
secara tertulis maupun tidak tertulis. Per-
janjian kerja yang tidak tertulis biasanya 
digunakan dalam jenis perjanjian kerja di 
rumah dan perjanjian kerja pemborongan, 
hal ini dikarenakan di Indonesia sejak dahulu 
dalam melakukan suatu perjanjian hanya 
atas dasar saling percaya, tanpa ada hitam 
diatas putih. Namun, berbeda dengan per-
janjian kerja waktu tertentu yang sudah 
seharusnya dibuat secara tertulis sesuai de-
ngan isi dari pasal 57 ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga 
kerjaan dimana, perjanjian kerja waktu ter-
tentu dibuat secara tertulis serta harus meng-
gunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. 

Keputusan Mentri Tenaga kerja Nomor 
KEP.100/MEN/VI/2004 pasal 15 ayat 1, 
menegaskan bahwa PKWT yang tidak dibuat 
dalam bahasa Indonesia dan huruf latin 
berubah menjadi PKWTT sejak ada hubung-
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an kerja. Melihat isi dari pasal ini maka 
sudah jelas, pemerintah yang dalam hal ini 
berfungsi sebagai pengawas dalam hubung-
an kerja sudah berupaya untuk mengatur 
hubugan kerja yang terjadi antara pengusaha 
dan buruh/pekerja agar tidak saling meru-
gikan satu sama lain. Namun, tidak dapat 
dipungkiri dalam pelaksanaannya masih ba-
nyak pengusaha yang tidak atau membuat 
perjanjian kerja secara tertulis disebabkan 
karena ketidakmampuan sumber daya ma-
nusia maupun karena kelaziman, sehingga 
atas dasar kepercayaan membuat perjanjian 
kerja secara lisan. 

Ketidakmampuan sumberdaya yang 
dimaksudkan disini yaitu, kurangnya pe-
ngetahuan dari kedua pihak yang membuat 
PKWT akan aturan-aturan yang mengatur 
tentang perjanjian tersebut. Apalagi dari pi-
hak buruh/pekerja yang kebanyakan hanya 
berpendidikan sampai Sekolah Menengah 
Atas (SMA). Hal ini menyebabkan pengusa-
ha yang biasanya memiliki tingkat pendidik-
an yang lebih tinggi dari buruh/pekerja 
memiliki cela untuk membuat suatu PKWT 
hanya atas dasar saling percaya tanpa ada 
akta perjanjian kerja. Sedangkan kezaliman 
maksudnya adalah suatu kesengajaan dari 
salah satu pihak yaitu pengusaha, yang lebih 
memilih untuk membuat PKWT hanya se-
cara lisan. Tujuan pengusaha melakukan 
PKWT hanya secara lisan yaitu untuk me-
ngurangi biaya yang akan di keluarkan da-
lam proses pembuatan perjanjian kerja. 

Berbeda dengan PKWT, perjanjian 
kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) 
dapat mensyaratkan masa percobaan kerja 
paling lama 3 (tiga) bulan, dan di masa 
percobaan ini pengusaha dilarang membayar 
upah di bawah upah minimum yang berlaku. 
Apabila masa percobaan telah dilewati, maka 
pekerja/buruh langsung menjadi berstatus 
pekerja tetap. Dengan status tersebut peker-
ja/buruh memiliki hak sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang-undangan, pe-

ra-turan perusahaan atau perjanjian kerja 
bersama. 

Isi perjanjian kerja merupakan pokok 
persoalan, tegasnya pekerjaan yang diper-
janjikan tidak boleh bertentangan dengan 
ketentuan dalam Undang-undang yang si-
fatnya memaksa atau dalam Undang-undang 
tentang ketertiban umum atau dengan tata 
susila masyarakat. Sehingga secara positif isi 
perjanjian kerja adalah dengan sendirinya 
merupakan kewajiban-kewajiban dan hak-
hak buruh serta kewajiban kewajibandan 
hak-hak majikan, yang berpangkal pada me-
lakukan pekerjaan dan pembayaran upah, 
acap kali kewajiban pihak yang satu ter-
simpul dalam pihak lainnya dan hak pihak 
yang satu tersimpul dalam kewajiban pihak 
lainnya.  

Pengusaha dan karyawan yang berada 
di dalam suatu perusahaan menimbulkan 
adanya hubungan kerja, dimana hubungan 
kerja ini terjadi setelah adanya suatu per-
janjian kerja antara karyawan dan majikan. 
Istilah perjanjian kerja menyatakan, bahwa 
perjanjian ini mengenai kerja, yakni dengan 
adanya perjanjian kerja timbul kewajiban 
suatu pihak untuk bekerja. Jadi berlainan 
dengan perjanjian perburuhan, yang tidak 
menimbulkan hak dan kewajiban untuk 
melakukan pekerjaan, tetapi memuat syarat-
syarat tentang perburuhan. Bekerja pada 
pihak lainnya, menunjukkan bahwa pada 
umumnya hubungan itu sifatnya ialah be-
kerja di bawah pimpinan pihak lainnya. 

Perjanjian kerja pada dasarnya memuat 
pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan 
dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan 
kewajiban buruh serta hak dan kewajiban 
majikan. Ketentuan ini dapat pula ditetapkan 
dengan peraturan majikan, yaitu peraturan 
yang secara sepihak ditetapkan oleh majikan 
yang disebut dengan peraturan perusahaan 
dan dapat pula diatur dalam perjanjian kerja 
bersama (PKB). 
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Perundang-undangan yang dibuat a-
kan selalu mengalami kendala alam pelak-
sanaannya. Hal tersebut juga dalam pelak-
sanaan pemberian perlindungan terhadap 
para pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu (PKWT). Dalam pelaksana-
annya terdapat berbagai kendala yang meng-
hambat tercapainya keinginan dari dibu-
atnya undang-undang. Problematika yang 
sering kali dijumpai dalam pelaksaan Per-
janjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).  

Terdapat beberapa kendala-kendala 
dalam pemberian perlindungan terhadap 
pekerja/buruh yang bekerja dengan sistem 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 
Pada saat sekarang ini banyak pengusaha 
yang memakai sistem pekerja/buruh dengan 
sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(PKWT), karena pengusaha menilai lebih efi-
sien memakai pekerja dengan sistem Perjan-
jian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) jika di-
bandingkan dengan memakai pekerja/ 
buruh dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu 
Tidak Tertentu (PKWTT). Secara praktis, sis-
tem pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT) jauh lebih efisisen diban-
dingan memakai pekerja/buruh dengan sis-
tem Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 
(PKWTT). Karena untuk pekerja/buruh de-
ngan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(PKWT), perusahaan tidak perlu memikirkan 
berbagai tunjangan dan berbagai kegiatan 
untuk pelatihan atau pendidikan dan se-
bagainya.  

Hal yang sama juga diungkapkan oleh 
Kemalsjah Siregar yaitu pakar hukum ke-
tenagakerjaan yang memperkirakan memang 
ada perusahaan-perusahaan pengerah jasa 
tenaga kerja yang sengaja memanfaatkan 
sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(PKWT) untuk menghindari dari kewajiban 
untuk membayar gaji secara tetap atau mem-
bayar pesangon ketika di PHK. Keadaan ini-
lah yang kemudian menimbulkan proble-
matika dikalangan para pekerja/buruh de-

ngan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(PKWT), dimana diketahui sebesar dua per-
tiga dari jumlah mereka yaitu pekerja/buruh 
dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Ter-
tentu (PKWT) tidak memberi kepastian un-
tuk terus dapat bekerja, sekaligus mereka 
dengan mudah untuk diberhentikan dengan 
berbagai alasan. Yang lebih bahaya adalah 
banyak pengusaha yang kemudian meman-
fatakan keadaan ini dengan mengikat para 
pekerja/buruhnya dengan sistem Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 

Hal yang sedemikian jelas tidak mem-
berikan perlindungan terhadap pekerja/ bu-
ruh yang bekerja dengan sistem Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Sedangkan 
seperti yang diketahui salah satu tujuan 
pembangunan ketenagakerjaan adalah mem-
berikan perlindungan kepada pekerja/buruh 
dalam mewujudkan kesejahteraan, sebagai-
mana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf c 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ten-
tang Ketenagakerjaan. Timbulnya keadaan 
tersebut adalah, karena tidak jelasnya peng-
aturan terhadap penerapan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu (PKWT), sehingga banyak 
dimanfaatkan oleh banyak pihak terutama 
pengusaha. Salah satu contohnya adalah 
tentang jenis dan sifat pekerjaan yang hanya 
boleh dilakukan oleh pekerja/buruh dengan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 

Pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu (PKWT) pada dasarnya ha-
nya untuk pekerjaan tertentu sebagaimana 
diatur pada Pasal 59 Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. A-
kan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata 
tidak mudah untuk mendefinisikan makna 
dari untuk “pekerjaan tertentu” yang diatur 
dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-
kerjaan. Karena penilaian dari sisi yang ber-
beda akan menghasilkan pandangan yang 
berbeda tentang pekerjaan tertentu tersebut. 
Selain itu tidak ada yang bisa menjamin 
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bahwa pekerjaan tersebut akan selesai dalam 
sekali waktu. Karena dalam kenyataannya 
banyak pekerja/buruh yang memakai sistem 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
yang telah bekerja lebih dari 3 (tiga) tahun 
untuk pekerjaan yang sama, akan tetapi me-
reka memang diputus selama sebulan, sebe-
lum dilanjutkan dengan kontrak baru. 

Menurut Respati Bayu Aji (Manager 
HRD PT. Bridgestone Tire Indonesia), hal itu 
sudah sesuai dengan aturan hukum yang 
ada, jadi perusahaan tidak bisa dipersa-
lahkan terhadap keadaan tersebut karena itu 
merupakan aturan yang berlaku. Jadi me-
nurut saya pribadi kendala perlindungan 
tersebut terkait dengan tidak jelasnya aturan 
hukum tentang Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT).  Salah satu ketidakjelasan 
tersebut terdapat dalam kontrak kerja yang 
dibuat terhadap pekerja/buruh Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dimana da-
lam kontrak tersebut tidak dijelaskan secara 
rinci apa sebenarnya pekerjaan yang akan 
dilakukan oleh pekerja/buruh Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut. Se-
hingga selain menyulitkan dalam melakukan 
pengawasan ketika terjadi sengketa, pihak 
pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Ter-
tentu (PKWT) juga tidak bisa menuntut ba-
nyak karena ketidak jelasan tersebut. 

Selanjutnya menurut praktisi hukum 
ketenagakerjaan Aulia Kemalsjah Siregar, pe-
langgaran yang umum terjadi dalam prak-
teknya diantara lain adalah dilarangnya 
mempekerjakan karyawan atas dasar PKWT 
untuk suatu pekerjaan yang bersifat tetap. 
Selain itu, perpanjangan dan pembaharuan 
PKWT sering dilakukan oleh perusahaan me-
lebihi dari satu kali. Padahal dalam keten-
tuan Pasal 59 undang-undang ketenaga 
kerjaan, pembaharuan dan perpanjangan 
kontrak PKWT hanya boleh dilakukan sekali 
saja dalam masa waktu dua tahun. Pro-
blematika yang tak kalah penting lagi adalah 
bahwa perusahaan kerap kali melakukan 

pembaharuan PKWT dengan mengabaikan 
persyaratan pembaharuan dalam Kepmena- 
kertrans No. 100 tahun 2004 yang berisi 
tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian 
waktu kerja tertentu. Hal yang disampaikan 
di atas tersebut menurut pandangan subjektif 
saya adalah keputusan sepihak perusahaan 
tanpa mempertimbangkan dan mengikut-
sertakan para pekerja terkait sebelum menen-
tukan suatu kebijakan perusahaan. Perusa-
haan seringkali berdalih atas dasar efisiensi 
serta efektivitas diperusahaan. Namun, pe-
menuhan hak-hak yang sudah semstinya 
menjadi kewajiban dari perusahaan kepada 
pekerja juga tak kalah penting. Setiap pekerja 
harus diberikan hak dan kewajibannya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku supaya mereka dapat diperla-
ku-kan sebagaimana semstinya.  

Seorang pekerja/buruh yang akan me-
mulai bekerja di suatu perusahaan akan 
membuat kesepakatan dengan yang berwu-
jud perjanjian kerja, dengan perusahaan yang 
akan mempekerjakannya. Perjanjian kerja 
merupakan awal terjadinya hubungan kerja 
antara pekerja dengan pengusaha. Perjanjian 
kerja biasanya telah disediakan secara se-
pihak oleh perusahaan yang akan mempe-
kerjakan pekerja/buruh tersebut, dimana isi 
dari perjanjian kerja tersebut sudah dibuat 
secara sepihak oleh perusahaan dan pihak 
pekerja/buruh hanya tinggal menandata-
ngani saja sebagai bentuk menyetujuinya 
atau dapat menolak perjanjian kerja tersebut. 
Isi perjanjian kerja telah dibuat terlebih 
dahulu secara sepihak oleh perusahaan, ma-
ka biasanya isinya cenderung berat sebelah 
dan lebih memberikan keuntungan kepada 
pengusaha, dan pekerja/buruh berada dalam 
posisi yang dirugikan.  

Sebagaimana yang telah dikemukakan 
di atas, jelas tidak memberikan perlindungan 
terhadap tujuan pembangunan ketenagaker-
jaan, karena jelasjelas pekerja/buruh diman-
faatkan akibat posisi tawar (bargaining posi-
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tion) dari pekerja/buruh yang rendah untuk 
menerima perjanjian kerja yang dibuat secara 
sepihak. Hal tersebut memang sering terjadi 
karena dalam pembuatan perjanjian kerja, 
terutama yang dibuat untuk pekerja/buruh 
dengan perjanjian kerja waktu tertentu, para 
pihak dalam hal ini pengusaha banyak yang 
berpedoman kepada hukum perjanjian yang 
terdapat dalam Kitab Undang-undang Hu-
kum Perdata yang jelas-jelas bersifat terbuka, 
dimana para pihak dapat membuat perjan-
jian asal sesuai dengan ketentuan dan tidak 
melanggar asas dan peraturan yang ada serta 
kesusilaan. 

Pengawasan ketenagakerjaan merupa-
kan unsur penting dalam perlindungan ter-
hadap pekerja/buruh, sekaligus merupakan 
upaya penegakan hukum ketenaga-kerjaan 
secara menyeluruh. Di samping itu melalui 
pengawasan diharapkan agar pelaksanaan 
terhadap peraturan tentang ketenagakerjaan 
dapat berjalan sebagaimana mestinya. De-
ngan demikian melalui pengawasan yang 
dilakukan diharapkan dapat mengurangi a-
tau memperkecil adanya pelanggaran-pela-
nggaran terhadap Undang-Undang Kete-
nagakerjaan. Sehingga proses hubungan in-
dustrial dapat berjalan dengan baik dan 
harmonis. 

Di samping sebagai upaya perlindung-
an tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan 
memiliki tujuan sosial, seperti peningkatan 
kesejahteraan dan jaminan sosial pekerja/ 
buruh, mendorong kinerja dunia usaha, serta 
memperbaiki kesejahteraan masyarakat pada 
umumnya. Tugas pengawasan di bidang ke-
tenagakerjaan dilakukan oleh Menteri Tena-
ga Kerja Dan Transmigrasi dengan menunjuk 
pegawai pengawas yang memiliki kewajiban 
dan wewenang penuh dalam melaksanakan 
fungsi pengawasan dengan baik.  

Permasalahan yang dihadapi oleh ba-
dan pengawas ketenagakerjaan dalam pem-
be-rian perlindungan pekerja/buruh dalam 
pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) adalah ketidak jelasan peraturan, 
salah satunya adalah terhadap pembuatan 
kontrak kerja yang dilakukan perusahaan 
terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu (PKWT). Di mana dalam 
kontrak kerja yang dicatatkan sebagaimana 
yang disyaratkan oleh penjelasan Pasal 59 
ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak 
pernah dijelaskan secara rinci apa pekerjan 
yang akan dilakukan. 

Pekerja/buruh dengan sistem Perjan-
jian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dari PT. 
Bridgestone Tire Indonesia di Jl. Surya Uta-
ma Kav. 8-13, Kota Industri Surya Cipta, 
Karawang Jawa Barat, dalam sistem hubung-
an kerja tersebut tidak dijelaskan apa se-
benarnya pekerjan yang akan dilakukan, a-
kan tetapi hanya disebutkan secara umum, 
seperti di bagian produksi. Akan tetapi tidak 
dijelaskan di bagian produksi yang mana, 
apakah bagian produksi untuk produk baru 
atau produk yang sudah ada tidak dije-
laskan, sehingga memang akan menyulitkan 
untuk melakukan pengawasan. 

Dengan demikian terlihat, bahwa da-
lam pelaksanaan terhadap ketentuan per-
undang-undangan tenaga kerja, terutama 
yang berkaitan dengan pelaksanaan perlin-
dungan terhadap pekerja/buruh PKWT me-
mang terdapat berbagai kendala.  

Kendala yang berkaitan dengan penga-
wasan, sebaiknya setiap pegawai pengawas 
diberikan kewenangan untuk melakukan pe-
nindakan langsung terhadap pelanggaran 
yang terjadi pada pekerja/buruh PKWT yang 
dilakukan oleh perusahaan, sehingga fungsi 
pengawasan dapat memberikan efek jera 
terhadap para pengusaha yang melakukan 
pelanggaran atau bermain-main dengan 
aturan, yang menyebabkan berkurangnya 
perlindungan yang didapatkan oleh pekerja/ 
buruh PKWT. Selain itu, sebaiknya fungsi 
pengawasan lebih ditingkatkan karena kebe-
radaan pekerja/ buruh PKWT secara umum 
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memang sering dijadikan sebagai cara untuk 
mendapatkan keuntungan lebih besar me-
lalui pengurangan biaya buruh (labour cost) 
oleh pengusaha, sehingga posisi pekerja/ 
buruh PKWT berada dalam kondisi yang 
mengkhawatirkan, oleh karena itu diperlu-
kan perhatian yang lebih dari pemerintah 
salah satunya adalah melalui pengawasan 
oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. 

Berdasarkan semua keterangan di atas, 
maka kendala-kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaan PKWT terhadap pemberian per-
lindungan pekerja/buruh adalah kendala 
yang berkaitan dengan peraturan yang ada 
terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan 
PKWT. Selain itu juga ada kendala yang ber-
kaitan dengan perjanjian kerja dimana dalam 
perjanjian kerja sering dibuat berat sebelah 
(sepihak) yang banyak merugikan pekerja/ 
buruh, apalagi pekerja/buruh PKWT.  

Kendala pengawasan yang terjadi se-
bagai dampak dari lemahnya aturan hukum 
yang ada, salah satunya tentang kontrak 
kerja dimana dalam kontrak kerja tidak 
dijelaskan secara rinci pekerjaan apa yang 
dilakukan, sehingga menyulitkan untuk me-
la-kukan pengawasan di lapangan. Solusi-
nya, untuk kendala yang bekaitan dengan 
peraturan yang kurang jelas, pemerintah se-
baiknya segera melakukan perbaikan ter-
hadap pengaturan pekerja/buruh PKWT, 
agar para pekerja/ buruh PKWT menda-
patkan perlindungan hukum yang lebih baik. 

Salah satu bukti kelemahan hukum 
yang mengatur tentang PKWT adalah ada-
nya kasus yang terjadi pada pekerja/buruh 
PKWT yang ada di PT. Bridgestone Tire In-
donesia di Jl. Surya Utama Kav. 8-13, Kota 
Industri Surya Cipta, Karawang Jawa Barat, 
di mana para pekerja/buruh PKWT yang ada 
di perusahaan tersebut menuntut kepada 
pihak perusahaan. Tuntutan pekerja/buruh 
pada perusahaan terkait dengan adanya pe-
nyimpangan terhadap pelaksanaan PKWT 
yang ada.  

Kendala yang bekaitan dengan per-
janjian kerja, menurut penulis, kalau perlu 
demi meningkatkan perlindungan terhadap 
para pekerja/buruh, pemerintah membuat 
format perjanjian kerja yang secara baku 
untuk PKWT, karena hal ini akan lebih 
memudahkan bagi pemerintah dalam mela-
kukan pengawasan. Untuk kendala yang 
berkaitan dengan pengawasan, sebaiknya se-
tiap pegawai pengawas diberikan kewenang-
an untuk melakukan penindakan langsung 
terhadap pelanggaran yang terjadi pada 
pekerja/buruh PKWT yang dilakukan oleh 
perusahaan. Sehingga fungsi pengawasan 
dapat memberikan efek jera terhadap para 
pengusaha yang melakukan pelanggaran 
atau bermain-main dengan aturan hukum 
yang menyebabkan berkurangnya perlin-
dungan yang didapatkan oleh pekerja/buruh 
PKWT. 

4. Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Perlindungan terhadap pekerja/buruh 
PKWT dalam pelaksanaannya belum berjalan 
secara optimal, sehingga belum terpenuhinya 
hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh 
para pekerja. Penerapan PKWT,  khususnya 
berkaitan dengan spesifikasi yang menurut 
jenis dan sifat atau pekerjaannya akan selesai 
dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang 
sekali selesai atau yang sementara sifatnya. 
Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaian-
nya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan 
paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang 
bersifat musiman atau pekerjaan yang ber-
hubungan dengan produk baru, kegiatan 
baru, atau produk tambahan yang masih 
dalam percobaan. 

Masalah yang dihadapi dalam PKWT 
terhadap pemberian perlindungan pekerja/ 
buruh diantaranya adalah permasalahan da-
lam implementasi PKWT dengan pera-turan 



Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Menurut Hukum     
Ketenagakerjaan 

Muhammad Regen Pohan 
 

 

70 |MLR Volume 1 Nomor 2 2020  

 

perundang-undangan yang berkaitan dengan 
ketenagakerjaan, bentuk perjanjian kerjasama 
dalam PKWT yang tidak dituliskan secara 
detail dan jelas sehingga terjadi tumpang 
tindih dalam pelaksanaannya, terakhir ada-
lah permasalahan dalam pengawasan PKWT 
yang belum dilakukan secara optimal. 

Saran 

Pada setiap kontrak kerja yang me-
makai sistem PKWT hendaknya dibuatkan 
landasan dasar atau latar belakang, yaitu se-
macam penjelasan tentang pekerjaan yang 
akan dilakukan, sehingga terhadap setiap 
PKWT yang dibuat menjadi jelas bagi peker-
ja/buruh, atau mengenai pengaturan persya-
ratan jenis dan sifat pekerjaan yang selama 
ini diatur oleh pemerintah, hendaknya di-
serahkan saja kepada kebutuhan para pihak 
dalam hal ini perusahaan dengan pekerja. 

Pemerintah sebaiknya segera melaku-
kan perbaikan terhadap pengaturan pada 
pekerja dalam PKWT, sehingga ada landasan 
normatif yang detail dan jelas dalam pelak-
sanaan PKWT. Supaya kedepannya dapat 
meningkatkan perlindungan terhadap para 
pekerja, pemerintah sebaiknya membuat 
format perjanjian kerja waktu tertentu secara 
baku. Terakhir, seharusnya setiap pegawai 
pengawas diberikan kewenangan untuk me-
lakukan penindakan langsung terhadap pe-
langgaran yang terjadi pada pekerja/buruh 
PKWT yang dilakukan oleh perusahaan, se-
hingga fungsi pengawasan dapat memberi-
kan efek jera terhadap para pengusaha yang 
melakukan pelanggaran. 
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